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. 

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang .,. 
cepat tepat clan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran 
penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Banyakan. 

b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu 
layanan dapat berjalan dengan optimal, ,maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas 
Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Banyakan. 

I. Undang - Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Rersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Neporisme ( I .embaran Negara RI Tahun 1999 Nornor 
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara RI 

Tahun 2009 Nomor 112,  Tambahan Lembaran Negara RI 5038), 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1  Tentang Pembentukan Peraturan perundang 
undangau ; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pub!ik 

. . . 

5. . Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 20 l O tentang.Pelaksanaan Undang-undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan lnformasi Publik ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana undang-undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; 

8. Peraturan Presiden Nomor : 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pengaduan Pelayanao Publik : 

9. Peraturan Presiden Nomor: 76 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsijangka panjang Tahun 2012-2025 danjangka Mencegah Tahun 2012- 
2024 

10 . Peraturan Menpan RB Nemer IO Tahun 2019 tentang Pcrubahan atas Peraturan Menpan dan 
RB Nomor: 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas menuju Wilayah 
Banyakan dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instasi 
Pemerintah ; 




